
SALIHAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR | 25lP\N .oL I L278 /2o2t

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA KOMISI PEMILI}IAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme di Lingkung€rn Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli, perlu dilakukan peningkatan integritas

pengelolaan dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan intergritas pengelola dan

penyelenggara Negara di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Gunungsitoli, perlu dilakuka.n pengendalian

terhadap gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kota

Gunungsitoli tentang Satuan T\rgas Unit Pengendalian

Gratilikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli;



Mengingat

-2-

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOt Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a15O);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun ZOLT tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Repubtk Indonesia Nomor 5a9a\

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2OO4 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode

Etik Pegawai Negn Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L42, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor aaSO\

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2OO8 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor L27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a89O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2t tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 2O2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 L8l;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2Ol2 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2Ol2-

2025 dan Jangka Menengah Tahun 2OL2-2OL4
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 122);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 2Ot4 Tentang Pedoman Pembangunan 7,oaa

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 1813);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L7 Tahun

2OL2 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 1153);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2OL9 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2O2L Tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2Ol9 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2t Nomor 7861;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L4 Tahun

2O2O tentang T\rgas, F\rngsi dan Susunan Organisasi,

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
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Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor L2361;

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 945/P\N.OL/LL/2O21 tanggal 13 Oktober 2O2L

Perihal Pembentukan Satuan T\rgas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Tahun 2O2L;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

Nomor 78lP\il .Ol I l278l2o2l tentang Pembentukan

Satuan T[rgas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

GUNUNGSITOLI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

Menetapkan susunan Anggota Satuan Ttrgas Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum pada

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli yang merupakan bagran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

T\rgas dan Wewenang, dan Fungsi Satuan Ttrgas Unit

Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam

Dilrtum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang
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merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 25 Oktober 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

FIRMAIT NOVRIAITUS GEA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU GUNUNGSITOLI



ta

LAMPIRAN T

KEPUTUSAN KOMTST PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI
NoMoR : 2slPw.o L / 1278 / 2021
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFITGSI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILTHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALTAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 25 Olrtober 2O2L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd
flRUAN ITOVRIAITUS GEA

aslinya
GUNUNGSITOLI

0)

NO NAMA JAEIATAN KEDUDUKAN

1 2 3 4

1 Firman Nowianus Gea, SE
Ketua KPU Kota

Gunungsitoli Pengarah

2. Darni Saleh Baeha, SE
Anggota KPU Kota

Gunungsitoli Pengarah

3. Fajarman Zalukhu, SE
Anggota KPU Kota

Gunungsitoli Pengarah

4 Happy Suryani Harefa, S.Si
Anggota KPU Kota

Gunungsitoli Pengarah

5. Juliman Berkat Harefa, SH
Anggota KPU Kota

Gunungsitoli Pengarah

6 Merida Manumng, SE
Sekretaris Anggota

KPU Kota
Gunungsitoli

Ketua

7 Iwan kstari ["ahagu, SE Kasubbag Hukum Sekretaris

8 Nurman Lase, A.Ma.Pd
Kasubbag

Keuangan, Umum
dan Logistik

Anggota

9 Richardo F. Butar-Butar, M.Si
Kasubbag Program

dan Data
Anggota

10. Ya'atulo Harefa, SE
Plt. Kasubbag

Teknis dan Hupmas
Anggota

Hukum,
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI
NOMOR i 25lwu .ot / L278 /2021.
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DT LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI SATUANTUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHANUMUM KOTA

GUNUNGSITOLI

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli :

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan,
laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari J4jaran Komisi
Pernilihan Umum Kota Gunungsitoli, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
Panita Pemungutan suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tebing Tingg, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan
Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laf'oran
pemberian Gratilikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan
penetapan status Gratilikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan
Gratffikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit
Pengendalian Gratilikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
secara berjenjang;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi
kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Gunungsitoli, Panitia Pemilihan Kecamatan {PPK}, Panita
Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS);

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian
Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20 15 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

f. melakukan pemantaman terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Kompsi;

g. merninta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan
Umum Kota Gunungsitoli, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panita
Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) terkait pernantaman penerapan program pengendalian
Gratifikasi;

h. menjamin kerahasiaa.n laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap
J4iaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, Panitia Pemilihan
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Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan suara (pps), Kerompok
Penyelenggara Pemungrrtan suara (KPPS) dan/atau pihak Ketiga;

2. Fungsi Satuan T\rgas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli:
a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Panita Pemungutan suara (PPS), dan Kelompok penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS);

b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Kornisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian
Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal
pencegahan Gratifikasi di Lingkungall Komisi Pemilihan Umum Kota
Gunungsitoli, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan
Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi ;

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam
bentuk makanan dan barang yang mudah rlsak atau busuk;

g. menyampaikan laporan penenmaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi
Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panita Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian
Gratilikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 25 Oktober 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd
FIRTIAIT NOVRIAITUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU GUNUNGSTTOLI


